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I. KETENTUAN UMUM
a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor : 33/PMK.02/2016
tanggal 2 Maret 2016 tentang standar Biaya Masukan TA 2017 dan SK Rektor Unhas
Nomor :32211/UN4/KU.28/2015 tanggal 8 September 2015 Tentang Satuan Biaya Uang
Harian Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (dapat diunduh di
Web Site : www.lp2m.unhas.ac.id

b. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan RAB penelitian/pengabdian kepada
masyarakat yang termuat dalam proposal pelaksana kegiatan dan disusun sesuai
realisasi pengeluaran biaya (contoh lihat lampiran) meliputi
1) Biaya gaji/upah
2) Biaya bahan habis pakai
3) Biaya perjalanan dinas
4) Biaya operasional lainnya (sewa, penggandaan, konsumsi, administrasi dan lain-

lain)
c. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima

sesuai sub kontrak.
d. Presentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya (poin b) harus sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan (tergantung jenis/skim kegiatan).
e. Bukti pengeluaran disusun sesuai urutan di RAB, dikonsultasi ke LP2M, untuk kemudian

dijilid dan diserahkan ke LP2M.
f. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak diperbolehkan untuk belanja

modal misalnya : peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, alat
laboratorium dan lain-lain.

g. Warna sampul laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan laporan
hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skim/jenis kegiatan



II. TATA CARA PEMBELIAN
Nota Pembelian barang/jasa atau sewa

 Pembelian barang Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- dikenakan PPn 10%
 Pembelian barang ≥ Rp. 2.000.000,- dikenakan PPn 10% dan pph 22 (1,5% atau 3%)
 Sewa nilai dibawah Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh 23 (2% atau 4%
 Sewa nilai diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPn 10% dan PPh 23 (2% atau 4%)
 Komsumsi dalam bentuk dos yang nilainya diatas Rp. 2.000.000,-

dikenakan PPh 22 (1,5% atau 3%)
 Komsumsi dalam bentuk prasmanan berapapun nilainya dikenakan PPh 23

(2% atau 4%)

III. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN GAJI/UPAH
(BIAYA KEGIATAN)

Penerimaan Gaji dan Upah dikenakan PPh 21

 Golongan IV = 15%

 Golongan III = 5%

CONTOH TERLAMPIR



IV. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

 Setiap perjalanan dinas terlampir surat penugasan dari ketua LP2M (kop surat LP2M Unhas) jika
yang melakukan perjalanan dinas ketua pelaksana, jika yang melakukan perjalanan dinas anggota
dilampiri surat penugasan dari ketua pelaksana.

 Setiap perjalanan dinas dilampiri SPPD yang ditandatangan dan distempel oleh ketua LP2M atau
yang mewakili dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju/didatangi.

 Dilampiri tiket (pesawat, kereta api, kapal laut, bus, airport tax, boarding pass jika menggunakan
pesawat udara).

 Dilampiri bukti penginapan jika bermalam

 Diberikan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku, uang harian sudah termasuk untuk uang
makan, uang saku dan transport lokal



V. PENUTUP
Panduan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ)
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun untuk tertib
administrasi keuangan, laporan keuangan dibuat secara benar dan
mengurangi perbedaan persepsi dan mengurangi banyaknya variasi
model pelaporan, semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai
panduan penyusunan laporan keuangan bagi para peneliti/
penanggungjawab kegiatan



CONTOH REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

Daftar pembayaran biaya kegiatan …………………..

Makassar,                          2017
Ketua Tim

------------------------

I. BIAYA KEGIATAN (GAJI/UPAH)

NO. Nama Gol. Jabatan
Biaya

kegiatan
/bln

Volume Jumlah Total PPh (21) Jumlah
Diterima Tandatangan

1 IV 15% 1
2 III 5% 2
3 II 0% 3
4 I 0% 4
5 - 0% 5

dst. dst
Jumlah

Bukti pembayaran pajak dilampirkan



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

Diisi tanggal
pembelian

Tanda tangan
/stempel toko

2. PEMBELIAN BARANG HABIS PAKAI

Ditandatangi oleh
penerima barang



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
CONTOH E-FAKTUR DARI PERUSAHAAN



Contoh SSP MANUAL Contoh E-Biling



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

Daftar pembayaran Biaya perjalanan Dinas Kegiatan …. di Kabupaten ……….pada
tanggal …….

Makassar,                          2017
Ketua Tim

------------------------

BIAYA PERJALANAN DINAS LINTAS KABUPATEN

No. Nama Gol. Uang Harian (Rp) Jumlah (Rp.) Tanda Tangan

1 IV 1 Hari x 300,000 300,000 1

2 III 1 Hari x 260,000 260,000 2

3 II 1 Hari x 220,000 220,000 3

4 I 1 Hari x 180,000 180,000 4

5 - 1 Hari x 180,000 180,000 5

Jumlah 978,000

Maksimal 3
hari



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

Daftar pembayaran Biaya perjalanan Dinas Kegiatan ……….. di …………….. Provinsi ……….pada
tanggal

Makassar,                          2017
Ketua Tim

------------------------

BIAYA PERJALANAN DINAS LINTAS PROVINSI

No. Nama Gol. Uang Harian (Rp) Jumlah (Rp.) Tanda Tangan

1 IV 1 Hari x Rp….. 1

2 III 1 Hari x 2

3 II 1 Hari x 3

4 I 1 Hari x 4

5 - 1 Hari x 5

Jumlah

Maksimal 3
hari

Berdasarkan
SBM



CONTOH SURAT PENUGASAN OLEH KETUA LEMBAGA/INSTANSI



CONTOH SURAT PENUGASAN OLEH KETUA PELAKSANA



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

CONTOH SPPD BAGIAN DEPAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

CONTOH SPPD BAGIAN BELAKANG

Nama, tandatangan
dan stempel

tempat yang dituju

Nama, tandatangan
dan stempel

tempat yang dituju



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA PERJALANAN DINAS LINTAS PROVINSI



SK REKTOR



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA LAINNYA : MISALNYA KONSUMSI
Pertanggungjawaban biaya konsumsi : dilampiri nota, undangan dan daftar hadir

No. Nama Jabatan Tandatangan

1

2

3

4

5

dst

Diisi tanggal
pembelian

Tanda tangan
/stempel toko

Ditandatangi oleh
penerima barang

Daftar Hadir
Hari / tanggal :
Tempat :
Agenda :

Makassar,                   2017
Ketua Tim

Tandatangan

--------------------



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA LAINNYA : MISALNYA KONSUMSI
Pertanggungjawaban biaya konsumsi : dilampiri nota, undangan dan daftar hadir

Makassar,                   2017
Yth : ………..

Makassar

Dalam rangka…………….

Hari / Tanggal :
Jam :
Tempat :

Atas kehadiran disampaikan terima kasih

Ketua Tim

tandatangan

--------------------





CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Rp. 1.000.100,-
11

= Rp. 90.919,-

Cara perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Bila belanja ditoko yang tidak ada NPWPnya maka dbuatkan
biling untuk pembayaran pajak

Bila belanja ditoko yang ada NPWPnya maka diminta e-
fakturnya

Misalkan pembelian barang senilai Rp. 1.000.100,- hanya dikenakan PPN 10%, cara perhitungannya :

DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian

atau Jumlah Pembelian dibagi 11



CONTOH PERHITUNGAN PAJAK

Rp. 2.000.100,-
11

= Rp. 181.827,-

Misalkan pembelian barang senilai Rp. 2.000.100,- dikenakan PPN 10% dan PPh 22 (1,5% atau 3%) cara
perhitungannya :

Bila belanja ditoko yang tidak ada NPWPnya maka dbuatkan
biling untuk pembayaran pajak

Bila belanja ditoko yang ada NPWPnya maka diminta e-
fakturnya

PPN 10%

Bila belanja ditoko yang ada NPWPnya
Rp. 2.000.100,-

11
= Rp. 181.827,- x 15% = Rp. 27.274,-

Bila belanja ditoko yang tidak ada
NPWPnyaRp. 2.000.100,-

11
= Rp. 181.827,- x 30% = Rp. 54.548,-

Untuk mendapatkan hasil perhitungan PPh = hasil perhitungan PPn x 15% atau 30%



SEKIAN

TERIMA KASIH


